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ABSTRAK

Tujuan pendlitian ini adalah menguji pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib
gjak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang
terdaftar pada KPP Pratama Demak. Teknik pengambilan sampel adalah metode convenience sampling yang
menghasilkan sampel sebanyak 88 UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasll
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pgjak UMKM. Preferens risiko tidak dapat
memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pagjak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak
dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pemahaman peraturan pajak, pelayanan aparat pajak, kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko

ABSTRACT
The purpose of this study re-write the understanding of the tax laws and officials tax service on taxpayer compliance
with risk prefernces as a moderating variable. The population in this research in taxpayer MSMEs listed in KPP
Pratama Demak. The sampling tehnique was convenience sampling method which produced a sample of 88 MSMES.
The analysis methode that used in study is a multiple linier regression analysis. The results showed that an
understanding of the tax law and officials tax service have positif significant effect on taxpayer compliance MSMEs
partially in Demak residence. The risk preferences cannot the relationship between the understanding of the tax laws

with tax compliance and the relationship between official s tax service with tax compliance.

Keywords: the understanding of the tax laws, official s tax service, taxpayer compliance, risk preferences.

PENDAHUL UAN merupakan sSumber penerimaan dalam negeri yang

Pgjak merupakan sumber penerimaan  terbesar. Menyadari akan besarnya peranan pajak
utama negara yang digunakan untuk membiayai untuk menggerakkan roda pemerintah dan
pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini pembangunan, maka sgak tahun 1983 telah
tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja  dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi
Negara (APBN) dimana penerimaan paak  sistem perpagjakan nasional secara terus-menerus.
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Misalnya mengganti sistem pemungutan
paak dari official assessment system
menjadi self assessment system. Penentuan
besarnya pajak terutang yang semula
ditetapkan pemerintah (official assessment
system) berubah menjadi ditentukan sendiri
oleh masyarakat (self assessment system).
Reformasi sistem perpgjakan di
Indonesia memang dapat dikatakan telah
meningkatkan penerimaan pajak, tetapi
usaha meningkatkan penerimaan pajak
bukanlah hal yang mudah dilakukan. Salah
satu cara untuk meningkatkan penerimaan
pgak adalah meaui  peningkatan
kepatuhan wagjib paak yang dapat
dilakukan dengan cara mensosialisasikan
penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan
oleh  pemerintah melaui  Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sasaran
dari kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini
meliputi: usaha dagang, dan jasa, seperti
misalnya toko kelontong, pakaian,
elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan,
salon, dan wusaha lainnya. Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut
memberikan kemudahan dalam
pembayaran pgak dengan  adanya
penyerderhanaan tarif sebesar 1% dari
omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar per
tahun. Dengan dilakukannya
penyederhanaan tarif paak tersebut,
diharapkan meningkatkan jumlah Wajib
Pagjak yang mau membayar secara sukarela

kewgjiban perpgjakannya ke Kantor
Pelayanan Pajak setempat.
Ekonom senior Sustainable

Development Indonesia, Dradjad Wibowo,
mengungkapkan, kebocoran pagak bisa
mencapal ratusan triliun rupiah setiap tahun,
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yang sebagian besar akibat korupsi. Nila
kebocoran tersebut bisa dihitung dari potensi
penerimaan pajak dibandingkan dengan readlisasi
paak vyang diterima negara setiap tahun
(Kompas.com, 5 Agustus 2013).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat
mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpgjakannya. Wajib
pajak merasa bahwa setoran pajak yang mereka
bayarkan hanya akan dikorupsi bukan untuk
membangun negara. Sehingga akan menurunkan
tingkat kepatuhan Wajib Pgjak.

Penelitian Aryobimo (2012)
menunjukkan variabel preferensi risiko juga
berpengaruh positif terhadap hubungan antara
persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan
fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan
Ardyanto (2014) meneliti hasilnya menunjukkan
bahwa variabel preferensi risko berpengaruh
secara signifikan dan negatif terhadap hubungan
variabel pelayanan aparat pgjak dengan variabel
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Blora.

Adiasa (2013) meneliti tentang pengaruh
pemahaman peraturan pagjak terhadap kepatuhan
wajib pajak dengan moderating preferensi risiko.
Dan hasilnya menunjukkan bahwa preferensi
risko terhadap hubungan antara pemahaman
tentang peraturan pajak dengan kepatuhan wajib
paak tidak berpengaruh dan tidak dapat
memoderasi  hubungan antara kedua variabel
tersebut.

LANDASAN TEORI
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori atribus menyatakan bahwa bila
individu-individu mengamati perilaku seseorang,
mereka mencoba untuk menentukan apakah
perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal
atau eksterna (Julianti, 2014).

DAN
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Relevansi teori atribusi  dengan
penelitian ini adalah bahwa seseorang
daam menentukan perilaku patuh atau
tidak patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dipengaruhi oleh faktor
internal maupun eksternal. Faktor interna
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
antara lain: pemahaman peraturan pajak,
preferensi risiko wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman wajib pagjak terhadap
peraturan perpgjakan adalah cara wajib
pgak dalam memahami  peraturan
perpajakan yang telah ada (Hardiningsih,
2011). Teori atribusi menyatakan bahwa
individu-individu perilaku
untuk

mengamati

mereka  mencoba

apakah perilaku itu
ditimbulkan karena pengaruh internal atau
eksternal. Adiasa (2013) meneliti pengaruh
pemahaman peraturan pagak terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hasil penditian
menunjukkan bahwa pemahaman peraturan
paak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak..

Berdasarkan uraian diatas dapat
dirumuskan hipotesis pertama daam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman  Peraturan  Pgak
berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.

seseorang,
menentukan

Pengaruh Pelayanan Aparat

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pembelgaran sosial sangat
untuk menjelaskan  hubungan

Paj ak

relevan
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antara pelayanan aparat pajak dan kepatuhan
wajib pajak itu sendiri. Seorang wajib pagjak akan
taat membayar paak, apabila waiib paak
mempunyai pengalaman langsung mengenai
pelayanan aparat pajak terhadap wajib pajak
tersebut dan hasil pungutan pagaknya dapat
memberikan kontribus terhadap pembangunan.
Ardyanto (2014) meneliti pengaruh pelayanan
aparat pgjak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan
aparat pajak berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pelayana Aparat Pgak berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Preferenss Terhadap Hubungan
Antara Pemahaman Peraturan Pajak Dengan
Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi rislko dalam pendlitian ini
dimaksudkan untuk memoderasi hubungan antara
variabel pemahaman peraturan tentang pajak
terhadap kepatuhan wajib paak. Hubungan
antara variabel pemahaman peraturan pajak
terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat
dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi
oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib
paak dalam menghadapi risiko yang muncul.
Yang dimaksud dari preferens risiko yang tinggi
adal ah keadaan dimana seorang wajib pajak akan
menghadapi rissko yang berkaitan dengan
kemungkinan membayar pajak atau risiko-risiko
lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam
menghadapi risiko seorang wajib paak maka
akan semakin berpengaruh positif tehadap
kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat dirumuskan hipotesis sebagal berikut:
H3: Preferensi Risiko berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap
hubungan antara Pemahaman
Peraturan Pgjak dengan Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Preferens risiko Terhadap
Hubungan Antara Pelayanan Aparat
Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Preferensi risiko adalah risiko atau
peluang yang dipertimbangkan oleh wajib
pajak yang menjadi prioritas utama diantara
yang lainnya dari berbaga pilihan yang
tersedia (Aryobimo, 2012). Pelayanan
aparat pgjak adalah bentuk jasa di bidang
perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
melalui satuan kerja yang ada di bawahnya
dadam rangka memenuhi  ketentuan
perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat
menjadi sumbangan terbesar penerimaan
negara (Aryobimo, 2012). Penelitian dari
Ardyanto (2014), menunjukkan bahwa
variabel preferenss risiko berpengaruh
secara negatif dan signifikan terhadap
hubungan variabel antara pelayanan aparat
paak dengan variabel kepatuhan wajib
pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Preferensi risiko berpengaruh secara
negatif dan signifikan terhadap
hubungan antara pelayanan aparat
pajak dengan kepatuhan wajib paak
UMKM
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METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib
pgak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
Penentuan sampel dalam penditian ini
menggunakan teknik convenience menghasilkan
88 Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Operasional dan Pengukuran Variabel
Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman wajib pgak terhadap
peraturan perpajakan (X1) adalah carawajib pajak
dalam memahami peraturan perpajakan yang telah
ada (Hardiningsih, 2011). Indikator pemahahan
peraturan pgjak antara lain Kepemilikan NPWP,
Melaporkan SPT tepat waktu, Melaksanakan
kewgjiban  perpgakan, Hak perlindungan
kerahasiaan, Hak pengambalian kelebihan bayar,
Hak pelayanan fiskus yang bak, Penundaan
permohonan bayar, Pengetahuan PTKP, Tarif PP
46, dan pengurusan NPWP.
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Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan aparat pajak (X2) adalah
bentuk jasa di bidang perpgakan oleh
Direktorat Jendra Pajak melaui satuan
kerja yang ada dibawahnya dalam rangka
memenuhi ketentuan perpajakan yang telah
ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan
terbesar penerimaan negara (Aryobimo,
2012). Indikator pelayanan aparat pajak
antara lain Respon cepat aparat pajak, Sikap
aparat pgjak, Waktu tunggu di kantor pajak,
Effisens waktu oleh wajib pagak,
Tanggapan aparat terhadap keluhan wajib
pajak, Pelaksanaan pelayanan tepat waktu,
Pemahaman fiskus tentang waktu tunggu
wajib paak, Penampilan aparat paak,
Suasana kantor pajak, Fasilitas kantor pajak,
Tata letak tempat pelayanan, Perhatian dan
empati fiskus terhadap wajib paak,
Pengetahuan bermanfaat setelah
meninggalkan kantor, Kualitas pelayanan
aparat pagjak.

Preferens Risiko

Preferensi risiko adalah risiko atau
peluang yang akan dipertimbangkan oleh
wajib paak yang menjadi prioritas utama
diantara yang lainnya dari berbagai pilihan
yang tersedia (Aryobimo, 2012). Indikator
preferensi risiko antara lain Risiko Sosial,
Risiko pekerjaan, Risiko Pekerjaan, Risiko
Keselamatan.

Kepatuhan Wajib Pajak

kepatuhan wajib paak adalah
kepatuhan wajib pgjak dalam mendaftarkan
diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali
Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan
dalam penghitungan dan pembayaran pajak
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terutang dan kepatuhan dalam pembayaran
tunggakan (Nasucha, 2004). Indikator kepatuhan
waib pagak antara lain Kepemilikan NPWP,
Pelaporan SPT tepat waktu, Pembayaran sesuai
jumlah pajak terutang, Menghitung jumlah pajak,
Tidak memiliki tunggakkan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Responden

Tulwl 1 Desbripyi Fospomivn

i = Ketsrampan & Juinlube'  Pursvmiase
1= Jends loelanadn: L +
a. Lakilala + £3al TH e
k. Porcmuuaous 15+ b1 L
.l Pundidikua ' . +
n. Sl I— 1. 0%
h. RLTT o L L
. SLTAC A SHE
A e L 1.1%:
u, Tats: z 2. A%
L D3 i— (L1
o mls B 43 0
Lo =it = =IH~=
Oy LUmnr=+ ~ -
& iz RE 13= 14 A%
T 35— Es AR f TR L.
o B 2lnt p X L T
16 ~n 214 TN
4 Lumn Viela: = +
R = 40.0%
hood T ATai L L
o 1l =15} — -1
A A TR =0 10, Koy
v 20 mar = 1M~
hepomibikan NP -~ .
e Fas =Ll i EL
o Tadek:: 157 I, 1%hF

Xeembeas - A0t Sremos vaeg Solch, 0100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa
71,6% responden adalah laki-laki, dan 28,4%
responden adalah perempuan. Dari tingkat
pendidikan hampir 43% responden adalah lulusan
sarjana (S1), hal ini memberikan indikasi bahwa
lulusan sarjana sekarang sudah berorientasi untuk
mel akukan usaha sendiri dari pada mencari kerja.

Dari usia sekitar 76% responden berusia
kurang dari 45 tahun atau usia produktif, hal ini
menunjukkan  bahwa banyak  bermunculan
wirausaha muda dan mereka mengawali usahanya
di usiamuda.

Dari lama usahanya, responden yang
kurang 5 tahun sebanyak 51,1%, sedangkan yang
mempunyai lama usaha 5-10 tahun sebanyak
26,2% dan yang mempunyai lama usaha lebih dari
10 tahun sebanyak 22,7%. Fenomena ini
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menunjukkan bahwa banyak pengusaha-
pengusaha muda bermunculan di Demak.
Sedangkan dari  kepemilikan NPWP
sebanyak 71,6% reponden memiliki NPWP,
sedangkan sisanya 28,4% responden belum
memiliki NPWP.

Uji Validitas
Semua
memiliki nilai signifikan < 0,05, maka

instrumen kuesioner
semua item pertanyaan tersebut dapat
dikatakan valid mengukur suatu variabel.

Uji Reliabilitas

Untuk mengukur konsitensi interval
penggunaan instrument digunakan
Cronbach’s Alpha Coefficient diketahui
bahwa semua variabel diperoleh rata-rata
nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7,
maka secara keseluruhan variabel dikatakan
reliabel.

Satistik Deskriptif
Statistik  deskriptif
gambaran suatu data yang dilihat dari nilai

memberikan

min, max, mean, dan Sd. Deviation. Berikut
statistik deskriptif penelitian ini.

Iakad 31 Iaedl &nsdee i Fanleriprlf
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Tabel 2 menjelaskan bahwa variabel
pemahaman peraturan paak (X1 _rata),
jawaban dengan nilai minimum rata-rata
responden sebesar 3,42, dan nilai maximum
ratarrata sebesar 5,00, sehingga diperoleh
skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 3,98.
Variabel pelayanan aparat pajak (X2 _rata),
jawaban dengan nilai minimum rata-rata
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responden sebesar 3,27, dan nilai maximum rata-
rata sebesar 4,67, sehingga diperoleh skor jawaban
rata-rata (mean) sebesar 3,75. Variabel kepatuhan
wajib pagak (y_rata), jawaban dengan nilai
minimum rata-rata responden sebesar 2,20, dan
nila maximum rata-rata sebesar 5,00, sehingga
diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar
3,91. Variabel Prefeerenss Risko (m_rata),
jawaban dengan nila  minimum rata-rata
responden sebesar 2,00, dan nilai maximum rata-
rata sebesar 4,25, sehingga diperoleh skor jawaban
rata-rata (mean) sebesar 3,35.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis meliputi uji F,
uji t, dan uji koefisien determinasi (R?). Hasil uji
F dapat dilihat padatabel 3.

Tabel 3 Hasi Tji Fe
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Hasil uji F pada tabel 3 dapat diketahui
bahwa nila  signifikan  sebesar 0,000
menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan <
0,05 yang artinya Ha diterima. Maka dapat
dismpulkan bahwa variabel pemahaman
peraturan paak, pelayanan aparat paak dan
prefernsi risiko sebagal moderasi secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pgjak UMKM di Kabupaten Demak.
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Hasil uji t pertama diperoleh nilai
signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan
variabel pemahaman peraturan pgak
menunjukkan  nilai  dibawah  tingkat
signifikan 5% dan nilai t-hitung 5,441. jadi
Ha diterima Karena terdapat pengaruh
positif  dan  signifikan  pemahaman
peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Hasil uji t kedua diperoleh nilai
signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan
variabel pelayanan aparat paj ak
menunjukkan  nilai  dibawah  tingkat
signifikan 5% dan nilai t-hitung 4,194. jadi
Ha diterima Karena terdapat pengaruh
positif dan signifikan pelayanan aparat
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t ketiga diperoleh nilai
signifikan sebesar 0,597. Nilai signifikan
variabel preferens riskko sebagai variabel
moderasi pada hubungan pemahaman
peraturan pajak dengan kepatuhan wajib
paak menunjukkan nilai diatas tingkat
signifikan 5% dan nilai t-hitung 0,530. jadi
Ha ditolak Karena tidak signifikan
preferensi risiko sebagai variabel moderasi
pada hubungan pemahaman peraturan
pajak dengan kepatuhan wajib.

Hasil uji t keempat diperoleh nilai
signifikan sebesar 0,794. Nilai signifikan
variabel preferens risikko sebagai variabel
moderasi pada hubungan pelayanan aparat
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pgak dengan kepatuhan wagjib  pagak
menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan 5%
dan nilai t-hitung 0,262. jadi Ha ditolak Karena
tidak signifikan preferensi risiko sebagai variabel
moderasi pada hubungan pelayanan aparat pajak
dengan kepatuhan wajib.

Tabel 5Hasd Uji +
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Dilihat dari tabel 5 diatas dapat diketahui
bahwa 39,2% kepatuhan wajib pajak dapat
dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan
paak, pelayanan aparat paak, dan preferens
risko sebaga moderasi. Sedangkan 60,8%
mengamati perilaku wagjib paak lain yang
memahami peraturan pajak dijelaskan oleh
faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa
pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pemahaman peraturan pgjak yang semakin tinggi
akan meningkatkan kepatuhan wajib pagak
UMKM. Sesuai dengan teori atribusi wajib pajak
akan memahami peraturan paak dengan
mengamati perilaku wajib paak lain yang
menjalankan kewajiban perpgakannya sesual
peraturan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2012)
yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan
paak berpengaruh secara sigfikan dan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak
didukung oleh Roseline (2012) vyang
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mengungkapkan bahwa pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan perpagakan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
paj ak.

Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan
bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Pelayanan aparat pgjak yang
semakin  tinggi akan  meningkatkan
kepatuhan wajib paak UMKM. Hasil
penelitian ini  sesua dengan teori
pembelgaran sosid yang menjelaskan
bahwa seseorang akan lebih taat membayar
paak lewat pengamatan dan pengalaman
langsung dengan pelayanan fiskus jika
merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan fiskus. Hasil penelitian ini
didukung oleh penéliti yang dilakukan oleh
Aryobimo (2012) dan Ardyanto (2014)
yang mengungkapkan bahwa persepsi
tentang  kudlitas pelayanan  fiskus
berpengaruh secara signifikan dan positif
terhadap kepatuhan wajib paak orang
pribadi.

Pengaruh Moderas Preferenss Risiko
terhadap Hubungan Pemahaman
Peraturan Pajak terhadapKepatuhan
Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan
bahwa preferens risiko tidak berpengaruh
terhadap hubungan antara pemahaman
peraturan pajak dengan kepatuhan wajib
paak. Tinggi rendahnya preferensi risiko
tidak dapat digunakan untuk memprediksi
kuat lemahnya hubungan pemahaman
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peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
Sesuai dengan teori atribusi wajib pagak akan
memahami peraturan paak dengan mengamati
perilaku wajib paak lain yang menjalankan
kewajiban perpgakannya sesuai peraturan pajak.
Tetapi pada penelitian ini wajib pgjak cenderung
menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan
preferensi risiko tidak memoderas hubungan
antara pemahaman peraturan pgak dengan
kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti
yang dilakukan oleh Adiasa (2013) yang
mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak
mempengaruhi  hubungan antara pemahaman
peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moderasi Preferns Risiko terhadap
Hubungan Pelayanan Aparat Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahawa
prefernsi  risiko tidak berpengaruh terhadap
hubungan antara pelayanan aparat pgjak dengan
kepatuhan wajib pajak UMKM. Tinggi rendahnya
prefensi riskko tidak dapat digunakan untuk
mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara
pelayanan aparat pgjak dengan kepatuhan wajib
pajak UMKM. Sesuai dengan teori atribusi wajib
paak akan mengamati perilaku wajib paak lain
dalam menghadapi risiko yang muncul dalam
menjalankan kewajiban perpgjakannya. Tetapi
dalam penélitian ini waib pgak cenderung
menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan
preferensi risko tidak mmemoderasi hubungan
pelayanan aparat pgjak dengan kepatuhan wajib
paj ak.

Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2014),
maupun Aryobimo (2012) yang mengungkapkan
bahwa preferensi risiko tidak dapat memodersi
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hubungan antara kualitas pelayanan fiskus
dengan kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak
di dukung oleh Ardyanto (2014) yang
mengungkapkan bahwa preferensi risiko
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
hubungan pelayanan aparat pgjak dengan
kepatuhan wajib pajak

SIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini
menunjukkan variabel pemahaman

peraturan pgjak dan pelayanan aparat pajak
secara simultan dan parsid berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pgjak UMKM di
Kabupaten Demak. Preferens risiko
sebagal variabel moderas tidak dapat
memoderasi hubungan antara pemahaman
peraturan pajak dengan kepatuhan wajib
pgak dan hubungan antara pelayanan
aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Demak.

Bagi kantor Pelayanan Pgak
hendaknya selalu meningkatkan kualitas
pelayanan kepada wajib pajak, misanya
meningkatkan mutu  pelayanan  dan
menambah fasilitas pendukung pelayanan
dan juga melakukan sosialisasi tentang
peraturan pagak yang baru agar
meningkatkan pemahaman peraturan pajak
bagi wajib pajak.
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